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Abstrak

Indonesia sebagai negara besar dengan kompleksitas yang dimiliki membutuhkan adanya suatu perencanaar
ruang yang matang dan terkoordinasi dengan baik. Konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang yang begit
banyak,perlu dipadukan dalam implementasinya mengingat keragaman potensi fisik-sosial-ekonomi-dan budaya.Pada
bagian selanjutnya,dipaparkan isu-isu strategi penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia kaitanya dengar
pelaksanaan otonomi daerah.Pada bagian akhir dari tulisan ini disampaikan kebijakan dan strategi penataan ruanc
yang dilakukan pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan wilayah sekaligus mengatas
berbagai permasalahan aktuan pembangunan

Kata kunci : Pengembangan wilayah, penataan ruang, otonomi daerah

PENDAHULUAN pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia latikonomi, dan budaya. Kedua adalah Hirschmann (era
dari suatu proses interaktif yang menggabungkan dadé#50 an) yang memunculkan teooiarization effect
dasar pemahaman teoritis dengan pengalamakantrickling down effectiengan argumentasi bahwa
pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yafitkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara
dinamis. Dengan kata lain, konsep pengembang@grsamaarufibalanced developmgriKetiga adalah
wilayah di Indonesia merupakan penggabungan diyrdal (era 1950 an) dengan teori yang menjelaskan
berbagai teori dan model yang selalu berkembang yditpungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya
telah diujiterapkan. Selanjutnya dirumuskan kembdlengan menggunakan istil@ackwash effeadan
menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan deng@feadwash effeckeempat adalah Freadmann (era

kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia. 1960 an) yang lebih menekankan pada pembentukan
hirarki guna mempermudah pengembangan sistem

Dalam sejarah perkembangannya, bongkar pas%%gnbangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat

konsep pengembangan W|I§1yah diIndonesia terd"iB"é‘trtumbuhan. Kelima adalah Douglass (era 70 an) yang
beberapa landasan teori yang turut mewarnai

“memperkenalkan lahirmya model keterkaitan desa-kota
keberadaannya. Pertama adalditer Isard sebagai

_ _ ~ 7777 (rural-urban linkageydalam pengembangan wilayah.
seorang pelopor ilmu wilayah yang mengkaji terjadinya

hubungan sebab dan akibat dari faktor-faktor utama Keberadaan landasan teori dan konsep
pengembangan wilayah di atas kemudian diperkaya
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dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikifamnses penataan ruang dalan rangka pencapaian tuaajuan
putra-putra bangsa. Diantaranya adalah Sutami (@smbangunan yang berkelanjutan dalan wadah NKRI.

1970 an) dengan gagasan bahwa pembangunan . . .
_ . . Berpijak pada pengertian di atas maka
infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan . .
. pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan
potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat . . .
untuk memenuhi tujuan sektoral yang bersifat parsial,

engembangan wilayah. Poernomosidhi (era transisi
peng ganwiay dhi ( Inzgmum lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan

memberikan kontribusi lahirnya konsep hiriarki kota- . .
untuk memenuhi tujuan pengembangan wilayah yang

kota dan hikarki prasarana jalan melalui orde kotg. . . L.
Selaniut dalah Ruslan Diwiryo (era 1980 an) berS|fat komprehensif dan holistik dengan
elanjutnya adalah Ruslan Diwiryo (era an)yan

i B i4 Y mgempertimbangkan keserasian antara berbagai

memperkenalkan konsep pola dan struktur ruang yan
P PP 9y SL?mberdaya sebagai unsur utama pembentuk ruang

bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No : . -
. sumbedaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas),
24/1992 tentang penataan ruang. Pada periode 80 an . . :
o _ o yang didukung oleh sistem hukum dan sistem
ini pula, lahir strategi nasional pembangunan perkotal?r] . .
. _ . elembagaan yang melingkupinya.
(SNPP) sebagai upaya untuk mewujudkan sistem kota

nasional yang efiseien dalan konteks pengembangi?n
wilayah nasional. Dalam perjalanannya SNPP ini pulaONSEP PENATAAN RUANG DI INDONESIA
menjadi cikal bakal lahirnya konsep program Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan
pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) sebagéyah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran
upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkgang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh
fungsi dan peran kota yang diarahkan dalam SNPRelalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga)
Pada era 90 an, konsep pengembangan wilayah mplases utama, yakni : a). proses perencanaan tata ruang
diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, migalayah, yang menghasilkan Rencarsa Ruang
antara KTl dan KBI, antara kawasan dalam wilayalvilayah (RTRW). Disamping sebagagtidance of
pulau, maupun antara kawasan perkotaan dfanure actiori RTRW pada dasarnya merupakan
perdesaan. Perkembangan terakhir pada awal abadtuki intervensi yang dilakukan agar interkasi manusia/
millenium bahkan, mengarahkan konsep pengembangaakiuk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan
wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi negar@rasi, selaras, seimbang untuk tercapainya
kesatuan Republik Indonesia. kesejahteraan manusia/ makluk hidup serta kelestarian
Berdasarkan pemahaman teoritis dan pengalarr%g(nu ”qa” , .dan keberlanjutan pembangunan
o (sustainability developmenb) Proses pemanfaatan
empiris di atas, maka secara konseptual pengertian , , o
pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebar%?ng’ yang merupakan wujud oprasionalisasi rencana

. ) ata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri;
rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam g P P g

dali faat terdiri
penggunaan berbagai sumberdaya, merekatkan 8%1%“)868 pengenaalian pemarniaatan rliang yang terdin

. . atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap
menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan )
. . , . tpelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan
wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar

. RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.
kawasan, keterpaduan antar sektor pembangueiani J P gwiayahny
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Dengan demikian, selain merupakan proses untidetentu dan kawasan andalan yang diprioritaskan
mewujudkan tujuan pembangunan, penataan rugrgnangananya.

sekaligus juga merupakan produk yang memiliki
'9us Jug "P procuik yang K Aspek teknis perencanaan tata ruang wilayah

I hukum (legal inst tuk judk
andasan hukum (legal instrumen) untuk mewtjud %J?bedakan berdasarkan hirarki rencan@aR®/N

tujuan pengembangan wilayah. .
juan peng d 4 merupakan perencanaan makro strategis jangka

Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkg@@anjang dengan horizon waktu hingga 25-50 tahun
melalui UU No 24/1992 yang kemudian diikuti dengakedepan dengan menggunakan skala ketelitian
penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) urittik000.000. RRW Propinsi merupakan perencanaan
operasioalisasinya. Berdasarakan UU No 24/1998akro strategis jangka menengah dengan horizon waktu
khususnya pasal 3, termuat tujuan penataan ruang, ydniahun peda skala ketelitian 1:250.000. Sementara
terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruatgRTRWkabupaten/kota merupakan perencanaan
kawasan lindung dan budidaya. Sedanngkan sasam@kro operasional jangka menengah (5-10) dengan
penataan ruang adalah (1) Mewujudkan kehidupakala ketelitian 1:20.000 hingga 1:100.000. Rencana
bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera.d@dail yang bersifat mikro operasional jangka pendek
Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaatengan skala ketelitian 1:5.000.
sumberdaya alam dan buatan dengan memperhatikan

y . . g p Selain penyiapan rencana untuk wilayah adminitratif,
sumberdaya manusia. (3) Mewujudkan keseimbangan . .
, : maka disusun pula rencana pengembangzati@l
kepentingan antara kesejahterraan dan keamanan. A\f) .
, development plgruntuk kawasan-kawasan fungsional
Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan e .
yang memiliki nilai strategis.misalnya,untuk kawasan

sumberdaya buatan secara berdayaguna, berhasilgéma . . . . .
engan nilai strategis ekonomi seperti Batam, disusun

dan tepatguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaga
rencana pengembangan kawasan pengembangan

manusia. (5) Mewujudkan perlindungan fungsi ruan(ﬂ(onomi terpadu (KAPET). Sementara itu untuk

dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif o .
, kawasan dengan nilai strategis pertahanan keamanan
terhadap lingkungan.

(security, disusun rencana pengembangan kawasan
Sesuai dengan UU 24/1992 tentang penatap@rbatasan negara, baik di darat maupun di laut. Selain
ruang, sistem perencanaan tata ruang wilaydihjuga disusun rencana pengembangan kawasan agro
diselenggarakan secara berhirarkis menurpblitan (sentra produksi pertanian), serta kawasan
kewenangan administratif, yakni dalam benttiiR®  andalan lainnya.
Nasional, FRW Propinsi dan RRW Kabupaten/Kota . .
rt tatrva lebih FTEVR Dalam kitannya dengan pengembangan sitem
serta rencana-rencana yang sifatnya lebih ri . : .
. . yang ¢ _ _ permukiman, maka didalamlRWN sendiri telah
Nasional disusun dengan memperhatikan wilayah . .
litetapkan fungsi kota-kota secara nasional

nasional sebagai satu kesatuan wilayah yang lebih lanjut o - : .
g yahyang derdasarkankrlterlatertentu (administratif, ekonomi

dijabarkan dalam strategi serta struktur dan po(lja o o
ukungan prasarana, maupun kriteria strategis lainnya)

emanfaatan ruang pada wilayah propinsR®/P), . . . ,
P } gp yanp p ) yakni sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat
termasuk di dalamnya penetapan sejumlah kawasan
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KegiatarWilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokabegradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang,
(PKL). Untuk mewujudkan fungsi-fungsi kota sebagdnaik di darat laut dan udara serta. c) dukungan terhadap
mana ditetapkan dalanTRWN secara bertahap danpengembangan wilayah belum optimal, seperti
sistematis, maka pada saat ini tengah disusun revidimdikasikan dari minimnya dukungan kebijakan sektor
Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan (SNPfeyhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis
Dengan kata lairgNPP dewasa ini merupakan bentukasional dalam RRWN seperti kawasan perbatasan
penjabaran dariFRWN. negara, kawasan andalan, dan KAPET

Pada era otonomi daerah, inisiatif untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung

Presiden Republik Indonesia dalam sambutanngliselenggarakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek,
pada saat Rapat Kerja Nasional Badan Koordliaéai tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan
Ruang baru-baru ini di Surabaya menegaskan beberggherlanjutan pembangunan jangka panjang. Konversi
isu strategis dalam penyelenggaraan penataan rukign dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya
nasional, yakni: alerjadinya konflik kepentingan antarguna meningkatkan pendapatan asli daerab)P
sektor seperti pertambangan, lingkungan hidugdalah praktik pembangunan yang kerap terjadi. Di
kehutanan, prasarana wilayah dan sebagainya. b) Befutau Jawa misalnya, hutan lindung telah terkonversi
berfungsinya secara optimal penataan ruang daldangan laju 19.000 Ha per tahun (BPS,2001). Bahkan
rangka menyelaraskan, mensinkronkan, ddadan Planologi Kehutanan menyebutkan bahwa hingga
memadukan berbagai rencana dan progam sektor t8801 penjarahan hutan di Jawa telah mencapai 350.000
c) Terjadinya penyimpangan pemanfatan ruang ddw sehingga luas hutan tersisa 23 % saja dari luas daratan
ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkpunlau Jawa. Selain itu, terjadi konversi lahan pertanian
Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadisuk penggunaan non-pertanian seperti industri,
rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendgi@gitmukimaan dan jasa diJBwa yang mencapai
pembangunan. d) Belum terserdianya alokasi fung$i002.005 ha, atau 50.000 ha per tahun antara 1979-
fungsi yang tegas dalanTRWN. e) Belum adanya 1999 (Deptan, 2001)

keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan .
_ _ Contoh lain adalah penurunan luas kawasan resapan
kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka

air pada pulau-pulau besar yang signifikan. Hutan tropis

enataan ruang. f) Kurangnya kemampuan menahan diri . .
P 9.9 any P misalnya, sebagai kawasan resapan air telah berkurang

dari kelnglnarT membela kepentingan masmg-magngasnya baik akibat kebakaran dan penjarahan/
secara berlebihan. - .
penggundulan hutan. Data yang dihimpun dari
Senada dengan isu yang dikemukakan Presiden®gomgetown/international envanmnental law
Menko perekonomian pada forum yang sant&view(1990) menunjukkan bahwa antara tahun 1997-
menyebutkan adanya 3 isu utama dala@#P98 sajatidak kurang dari 1,7 juta ha hutan terbakar
penyelenggaraan penataan ruang nassional, yaihgumatra dan Kalimantan. Bahkan WWF (2000)
meliputi : a) konflik antar sektor dan antar wilayah, bjnenyebutkan angka yang lebih begakni antara 2 -

ISU STRATEGI PENATAAN RUANG
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3,5 juta ha pada periode yang sama. Dengan kerusabearsifat statis, seperti kondisi geografis, topografi,
hutan yang berfungsi lindung tersebut maka ak&arakterisitik sungai. b) peristiwa alam yang bersifat
menimbulkamun-offyang besamengganggu siklus dinamis, seperti : perubahan iklim (pemanasan global),
hidrologi, memperluas kelangkaan air bersih padand subsidence, sedimentasi, dan sebagainya. c)
jangka panjang, serta meningkatkan resikaktivitas sosial ekonomi manusia yang dinamis, seperti
pendangkalan sungai dan banjir pada kawasan pesm#nggundulan hutan, konversi lahan pada kawasan

. . , , ljndung, pemanfaatan sempadan sungai untuk

Selain itu kondisi satuan wilayah sungai (SWS) dl N E P faat PI h l: g .|bu u

: . ermukiman, pemanfaatan wilayah retensi banjir
Indonesia telah berada pada kondisi yar1pg H P y al

: , erilaku masyarakat dan sebagainya.
menghawatirkan. Dari keseluruhan 89 SWS gl 4 gany

Indonesia, hingga tahun 1984 saja terlah terdapat 22 Pada kawasan pesisir pun telah terjadi degradasi
SWS yang berada dalam kondisi kritis. Pada tahknalitas lingkungan yang serius. Pertama, adalah
1992, kondisi ini semakin meluas hingga menjadi 3&nurunan luas mangrove di Indonesia dari 5.209.543
SWS. Perkembangan yang buruk terus meluas hindga(1982) menjadi 3.235.700 ha (1987) dan menjadi
taun 1998, dimana 59 SWS di Indonesia telah bera2ld96.185 ha (1993). Dalam sepuluh tahun (1982-
dalam kondisi kritis, termasuk hampir seluruh SWS dP93) telah terjadi penurunan mangrove kurang lebih
P. Jawa. Seluruh SWS kritis tersebut selaif0% dari total luasan semuigabila mangrove tidak
mendatangkan benjana banjir pada musim hujatapat dipertahankan maka : abrasi pantai, pencemaran
sebaliknya juga menyebabkan kekeringan yang paddri sungai ke laut, dan zona aquaculture pun akan
pada musim kemarau. Dari sisi ketahanan pangan, bdeancam. Kedua, adanya intrusi air laut yang
mana kecenderungan negatif dalam pengelolaan SWi&kibatkan oleh kenaikan muka air laut serta land
tersebut terus berlanjut, maka produktivitas sentrsubsidence akibat penghisapan air tanah secara
sentra pangan yang terletak di SWS-SWS potendigilebihan. Ketiga, adalah hilangnya ekosistem terumbu
(seperti Citarum, Saddang, Brantas, dan sebagainka)ang yang merupakan tempat pemijabaegding
akan terancam pula. and nursey ground bagi perkembanganbiakan ikan-
Berbagai fenomena bencanaaterrelated ikan. Keempat, adalah ancaman dampak pemanasah
. . . _ global berupa gangguan terhadap kondisi sosial ekonomi
disaste) seperti banjjdiongsor dan kekeringan yan , i ,
- . o awasan, diantaranya adalah : a) jalan lintas Pantura
terjadi secara merata di berbagai wilayah Indonesia

an KAdi Pantura Jawa, Sumatra bagian tinjir
pada awal tahun 2002 dan 2003, pada dasarnya g iy

- . L germuklman penduduk pada wilayah pantura Jawa,
merupakan indikasi yang kuat terjadiny o . .
. Sumatra bagiahimur, Kalimantan selatan, Sulawesi
ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara

) . bagian barat daya dan beberapa spot pesisir di Papua.
manusia dengan alam maupun antara kepentlngarg y PasSpoLp P

. L ¢) hilangnya sawah, payau, kolam ikan dan mangrove
ekonomi dengan kelestarian lingkungan. , .
seluas 3,4 juta ha, sentra produksi pangan (4%)

Penyebab terjadinya bencana sendiri dap@tancam alih fungsilahan. d) penurunan produktivitas
dibedakan menjadi 3 hal, yakni : a) kondisi alam yang
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sentra-sentra pangan, seperti DAS Citarum, Brantas, Isu lain adalah menyangkut perkembangan kota-
Sadang. kota yang tidak terarah, cenderung membentuk

, . konurbasi antara kota inti dengan kota-kota sekitarnya.
Isu berikutnya yang sangat serius adalah mengenai o o
. L ... Konurbasi dimaksud dicirikan dengan munculnya 9 kota
jumlah penduduk perkotaan sebagai wujud terjadinya . . oL
S . . metropolitan dengan penduduk di atas 1 juta jiwa
fenomena urbanisasi akibat migrasi desa-kota. Data _
. . jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bekasi,
menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di
: . anggerang, Semarang, Palembang, Makasar).
Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat Sm it loula 9 kota b xni Band
: . . iIsamping itu muncul pula 9 kota besar yakni Bandar
32,8 juta (22,3%) dari total penduduk nasional (1988) P gM | de s _ dy Pekanb
. . . ampung, Malang, Padang, Samarinda, Pekanbaru,
meningkat menjadi 55,4 juta (30,9%) dalam tahug .p g . Sgl v gk 1. dan D
o ... Banjarmasin, SoloYogyakarta, dan Denpasar
1990, menjadi 74 juta atau 37% (1998),menjad|9KO J basi ot gy da. kota-kot tp but
- . . onurbasi yang terjadi pada kota-kota tersebu
juta jiwa atau 44% (2002), dan diperkirakan akan bulk y b gb J _ P ah ‘ ek
. - , menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks
mencapai 150 juta jiwa atau 60% dari total penduduk i kemiski g Et | yang P d
. . seperti kemiskinan perkotaan, pelayanan sarana dan
nasional (2015). Dengan Iajupertumbuhanpenduduip Kota. k P tan al IF')t yd
rasarana kota, kemacetan alu-lintas, dan pencemaran
kota rata-rata 4,49% (1990-1995). Dengal P
L . lingkungan.
kecenderungan urbanisasi yang terus meningkat;

perhatian pada penataan ruang kawasan perkotaanPengembangan kota-kota pada kawasan
perlu mendapat perhatian khusus, misalnya melapgrbatasan negara, baik yang beradandinland
penerapan zoning regulation, mekanisme insentif daraupun di pulau-pulau kecil sebagai pusat pertumbuhan
disinsentif dan sebaginya. wilayah dan beranda depan negémantier region
Perkembangan kawasan perkotaan yaﬁgda.saat ir.1i masih jauh dari harapan. Ke.te.rj[inggalan,
membentuk pola linear yang dikenal denghon keterisolasian dan keterbatasan akseélt?llltas, .s§rta
. e . keterbatasan pelayanan merupakan kondisi yang tipikal
developmneseperti yang terjadi di pantai utara Jawtae fadi.
secara intensifpun mulai terjadi di pantai timur Sumatra.
Konsentrasi perkembangan kawasan perkotaan yang Walaupun telah diatur melalui PfR69/1996
memanjang pada kedua pulau utama tersebut telahtang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk
menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang cukdgan tatacara peran serta masyarakat yang merupakan
signifikan, serta inefiseinsi pelayanan prasarana-sarasherivasi (turunan) dari UU No 24/1992 dan karenanya
Sebagai gambaran konsentrasi kegiatan ekonomtelah menjadi kepentingan umum, proses pelibatan
Pantura Jawa mencapai 85%, jauh meninggalkan pamaisyarakat sebagai subyek utama dalam penataan
selatan Jawa (15%). Hal inipun dicirikan dengamang masihbelum menemukan bentuk terbaiknya.
intensitas pergerakan orang dan barang yang sargadisi saat ini menunjukkan bahwa penyaluran hak-
tinggi, seperti pada lintas Pantura dan lintas timbhek masyarakat dalam penataan ruang saja belum
Sumatra. terjamin sepenuhnya, terlebih pelaksanaan
kewajibannya masih jauh dari harapan. Persepsi yang
beda mengenai hak dan kewajiban pada masyarakat
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sringkali mengakibatkan konflik pemanfaatan ruang yangsentralisasi politik, dekonsentrasi pada pengertian
sulit dicarikan solusinya, tingginya biaya transaksiesentralisasi administrasi, dan delegasi maupun
(transaction cogt dan kecenderungan merugikamprivatisasi sebagai tugasbcontracting.
kepentingan publik. Pelibatan masyarakat perlu
dikZmban%kanpberdasarkan konsensusyyang disZpakati Berlakunya kebijakan ekonomi daerah melalu UU
_ 7 ‘No 22/1999 berimplikasi pada biasnya hirarki dalam
bersama serta memperhatikan karakteristik sosial- : :
sistem perencanaan tata ruang wilayah. Dengan tidak
budaya setempat. . . . -
adanya hirarki antara pemerintah propinsi dan
pemerintah kabupaten/kotaT RW Nasional dan
RTRW Propinsi yang sebelumnya sebelumnya menjadi
pedoman bagi daerah tingkat bawahnya ps. 20 (3c)
Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah dafan ps 21 (3d) UU24/1992 dapat menjadi tidak efektif
desentralisasi fiskal di tahun 2001, mulailah era bagdrena daerah mempunyai kewenangan penuh dalam
dalm sistem pembangunan di daerah. Pada hakekai¥Aataan ruang daerahnya . Dalam PP No 25/1999
otonomi daerah mengandung makna yaitu diberikanryghkan disebutkan bahwa penyusufRR/N
wewenang (outhoruty) pada Pemerintah Daerglrdasarkan tata ruang kabupaten/kota dan propinsi
(Pemda) menurut kerangka perundang-undangan yghsal 2 butir 13 c). Sementara penyusiiRVRPharus
berlaku untuk mengatur kepentingantdrsy daerah perdasarkan kesepakatan antara propinsi dan
masing-masing. Melalui kebijakan otonomi daerah inkabupaten/kota (pasal 3 butir 12a). Meskipun pada
pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian beg@i sisi penataan ruang yang paling fundamental
kewenangannya pada Pemda. merupakan wewenang daerah, namun pada sisi lain

BIIBW Pbukanlah mosaik dari kabupaten/kota.

PENATAAN RUANG DALAM ERA OTONOMI
DAERAH

Secara konseptual, desentralisasi dapat dibeda

atas 4 bentuk dengan turunan yang berbeda yakni 1) Dalam konteks ini, konsen pemerintah pusat dalam
devolusi, yang merupakan penyerahan urusan fungsidang penataan ruang adalah untuk menjamin (a)
fungsi pemerintahan dari pusat ke Pemerintah Daekgftapaianya keseimbangan pemanfaatan ruang makro
hingga menjadi urusan rumah tangga daerah; ghtara kawasan berfungsi lindung dan budidaya, antara
dekonsentrasiyang merupakan pelimpaharkawasan perkotaan dan perdesaan, antara wilayah dan
kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemerirdabar sektor; (b) tercapainya pemulihan daya dukung
Daerah; 3) delegasi, yang merupakan penunjukkan ofigigkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang
pemerintah pusat atau pemerintah atasan kepslh besar dan menjamin keberlanjutan pebangunan;
pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas terwujudnya keterpaduan dan kerjasama
pemerintahan dengan pertangungjawaban kepafnbangunan lintas propinsi dan lintas sektor untuk
atasnya; 4) Privatisasi, yang merupakan pengalihgptimasi dan sinergi struktur pemanfaatan ruang; (d)
kewenangan dari pemerintah pusat kepada organigaghenuhinya kebutuhan dasar masyarakasic

non pemeriontah baik yang berorientasi profit maupgedyakan pelayanan publik yang memadai.
non profit. Lazimnya prinsip devolusi mengacu pada
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Di sisi lain, menurut PP 25 Th 2000, kewenangaengelolaan pusat pertumbuhan baru’, ‘pengembangan
pusat dalam bidang tata ruang meliputi (&) Perencaniiawasan perbatasan’, ‘pengedalian dalam pengelolaan
nasional dan pengendalian pembangunan secara mdkita, ruang’, dan’ peningkatan aspek pertahanan dan
serta (penetapan) pola dan struktur pemanfaatan rukegmanan dalam penataan ruang’ demi keutuhan NKRI.

nasional. (b) Fasilitasi kerjasama atau penyelesaian - .
(b) J peny Adalah menjadi tugas Ditjen penataan ruang/

masalah antar propinsi/daerah, misal melalui penyusun . ) ) y L
Prop peny Igll&qmpraswﬂ untuk menjabarkan jiwa dan dari visi tata

RTRW pul tau RRW k Jabodetabek.
puiau atau awasan Jabodetabek. (c uang ke depan tersebut ke dalam bentuk kebijakan

Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 mil dan krite(rj;a . .
_ _ an strategi penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu
penataan per wilayah ekosistem daerah tangkapan air

(d) Penyiapan standériteria dan fasiltasi kerjasamaperunusan kebijakan dan strategi tersebut tidak dapat
senataan ruang. pula dilepaskan dari 2 pokok kesepakatan yang dicapai
dalam RAKERNAS-BKTRN, yaitu Pengaturan
Berkenaan dengan hal tersebut, instrumen pengigahataan ruang nasional dan penguatan peran daerah
yang dapat digunakan sebagai acauan sekaligus diam penataan ruang. Berpijak pada jiwa dari pada
keterpaduan dan kerjasama pembangunan antar daerah tata ruang ke depan dan kesepakatan
adalah melalui (a) Instrumen perundang-undangan ydR@KERNAS-BKTRN tersebut, maka telah dihasilkan
mengikat. (b) Kebijakan-kebijakan yang jelas darumusan kebijakan dan strategi pokok penataan ruang
responsif sesuai dengan kebutuhan daerah. (c) Bantizdoun 2004 dan pasca 2004 yakni (a) Memfungsikan
dan kompensasi dalam bentuk fiskal. (d) Penyediaembali (revitalisasi) penataan ruang yang mamapu
langsung prasarana berfungsi lintas wilayah dan tulamgnangani agenda-agenda aktual, terbuka, akuntabel
punggung lhackbong pengembangan wilayah. (e)dan mengaktifkan peran masyarakat. (b) Memantapkan
Mendorong kemitraan secara vertikal dan horizont&I'RWN sebagai acuan pengembangan wilayah, yang

yang bersifat kerjasama pengelolaamifhanagement  ditempuh melalui (1) operasionalisa$FRVN (melalui

dan kerjasama produksiq-production) RTRW pulau, Propinsi, Kabupaten/Kota) sebagai
produk yang mengintegrasikan rencana pemanfaataan
KEBIJAKAN DAN STRA TEGI ruang darat, laut dan pesisierta udara. (2) koordinasi

PENYELENGGARAAN PENA TAAN RUANG lintas sektor dan lintas daerah. (3) pengembangan sistem
Dalam merespon berbagai isu dan tantang Rfnataan ruang. Dalam kaitan iflifRVN diharapkan

pembangunan yang aktual dalam era otonomi d aer%'?at menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

maka keberadaan visi penyelenggaraan penataan ru%(?{g hcanaan pembangunan nasional dan menjadi

yang tegas menjadi sangat penting. Dal al%ndasan dalam penyusunan program pembangunan lima

RAKERNAS-BKTRN di Surabaya yang lalu, I\/Ienkotahun' R'RWN juga digunakan sebagai acuan dalam
perekonomian selaku ketua BKTRN tela}Qengembangan sistem kot-kota yang efisien, sesuai

menjabarkan keywords yang menjadi jiwa daripada V%(?ngan fungsi-fungsi yang ditstapkan. (c) Meningkatkan

tata ruang ke depaAdapaun keywords dimaksudpembinaan pengelolaan KAPET (sebagai pusat

adalah : ‘integrasi tata ruang darat, laut, dan udarap’ertumbuhan baru) dan kawasan tertentu (sebagai
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kawasan yang memiliki nilai strategis nasional, sepepierkembangan antar wilayah serta kawasan, serta
kawasan perbatasan negara, kawasan kritis lingkundamahnya koordinasi dan pengendalian pembangunan.
kawasan metropolitan, dsb). Keduanya ditampurienataan ruang merupakan instrumen legal untuk
melaui upaya fasilitasi yang konsisten dan sistematmsewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan wilayah
(d) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penataalalui pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien,
ruang di daerah dalam rangka mempercepat pelaksndan terpadu sekaligus mewujuidkan ruang yang
otonomi daeratAdapun upaya yang ditempuh adalaberkualitas. Dengan memanfaatkan berbagai teori dan
melalui: (1) penyelenggaraan Bimtek penyusun d&onsep pengembangan wilayah penataan ruang
evaluasi RRW propinsi, kabupaten/kota. (2) penciptaamerupakan instrumen yang digunakan untuk memahami
iklim yang mendorong tumbuhnya kemitraan dan perameraksi 4 unsur utama pembentuk ruang yakni :
serta masyarakat dalam penataan ruang. @)mberdaya alam-manusia-sumberdaya buatan-dan
peningkatan kepastian hukum dan transpansi dalaistem aktivitasnya, secara komprehensif. Penataan
penataan ruang. (4) penyusunan norma, standaang merupakan instrumen untukmengkaji keterkaitan
pedoman, dan manual (NSPM). (e) Kertkait dengamtar fenomena tersebut serta untuk merumuskan tujuan
kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kapasitdan strategi pengembangan wilayah terpadu sebagai
penyelenggaraan penataan ruang di daerah, m&kadasan pengembangan kebijakan pembangunan
langkah strategis yang menjadi penting adalah : 4¢ktoral dan daerah, termasuk sebagai landasan
memperkuat peran gubernur dalam penyelenggargeemgembangan sistem perkotaan yang efisien sesuai
penataan ruang, khususnya untuk memfasilitaggngan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Dalam
kerjasama penataan ruang antar daerah daerkembangannya, kini penataan ruang memiliki peran
mengendalikan pembangunan (pemanfaatan ruagghg strategis dalam konteks pembangunan nasional
secara lebih efektif. 2) memberdayakan tim koordindsarena diarahkan sebagai landasan untuk
penataan ruang daerah (TKPRD), baik pada tingkaempertahankan integritas wilayah NKRI. Untuk
propinsi, kabupaten atau kota, dalama rangkaendukung peran tersebut secara efektif dan konsisten
menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, inisiasi, supervishaka penyelenggaraan penataan ruang akan berpijak

dan mediasidonflict resolution body pada 2 pokok yakni : 1) pengaturan penataan ruang
nasional khususnya melalui percepatan penyelesaian
PENUTUP review PP47/1997 tentangTRWN dan alat

. _ operasionalisasinya. 2) penguatan peran daerah dalam
Beberapa kesimpulan yang penting untuk .
) i ) enataan ruang, khususnya melalui penguatan peran
dikemukakan berdasarkan uraian di atas adalah dalam .
_ o (_‘T]u_bernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang,
era otonomi daerah dewasa ini penataan ruang memiliki . .
peningkatan kerjasama antar daerah dalam

peran penting dalam menjawab berbagai isu dan
nyelenggaraan penataan ruang serta penguatan

e
tantangan nyata dalam pembangunan, seperti konEi .
g 4 . P g _ P . elﬁembagaan penataan ruang di daerah (TKPRD).
pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah,

degradasi kualitas lingkungan, kesenjangan tingkat
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